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BUPATI MUSI RAWAS
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG PEMERINTAH

KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

»

BUPATI MUSI RAWAS,
bahwa standar satuan harga barang pemerintah

merupakan spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai
acuan penghitungan pengadaan barang milik daerah

dalam perencanaan kebutuhan,
bahwa dalam ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Standar

Barang, Standar Kebutuhan dan Standar Harga

ditetapkan oleh Bupati,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan

b.

c.

Harga Barang Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1821):

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593),
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4890):
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5165):
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun

2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

serta Penyampaiannya,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual pada Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 547),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun

2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 655),
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Menetapkan

16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7

Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG STANDAR

SATUAN HARGA BARANG PEMERINTAH KABUPATEN

MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi

Rawas.

Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah

Kabupaten dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli

atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari

perolehan lainnya yang sah.

Standar Harga adalah besaran harga yang ditetapkan

sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam

3.

4.

5.

6.

7.

perencanaan kebutuhan.

PARAF An
Ya PARAF KOORDINASI

KABAG IEJKUM 2—
4



PARAF KOORDNYYSI

N
ag

1)

2)

3)

4)

5)

6)

BAB II

STANDAR SATUAN HARGA BARANG
Pasal 2

Standar Satuan Harga Barang Tahun Anggaran 2022

merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah/Unit

Kerja dan Badan Layanan Umum Daerah dalam

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Rencana Kerja

anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

dalam rangka mewujudkan kesamaan pemahaman
dan keterpaduan langkah bagi seluruh Organisasi

Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Badan Layanan
Umum Daerah dalam menyusun Rencana Kerja

Anggaran/Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun

Anggaran 2022.

Standar Satuan Harga Barang Tahun Anggaran 2022

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi

sebagai batas tertinggi.
Batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

merupakan batas tertinggi termasuk pajak dan

pungutan lainnya yang besaran biaya tidak dapat

dilampaui dalam penyusunan Rencana Kerja

Anggaran/Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun
2022.

Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Badan Layanan
Umum Daerah yang membutuhkan suatu barang/jasa
yang belum tercantum dalam Standar Satuan Harga

Barang ini, maka Perangkat Daerah/Unit Kerja dan

Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan

menyampaikan usulan barang setelah melakukan

survei harga yang berlaku dipasaran untuk

dituangkan kedalam Peraturan ini.

Daftar Standar Satuan Harga Barang Pemerintah

Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan

Bupati ini.
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BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

Ketentuan Penggunaan Standar Satuan Harga Barang

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022

yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan anggaran yang
belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan
lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti

pada tanggal 9 Ygtrmber 2021

BUPATI MUSI RAWAS,

dto
- RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti

pada tanggal 4 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

EDI ISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR.SA
SALINAW-SEMPERDENGAN ASLINYA
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